
113 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Didasarkan dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen yang 

dilakukan penulis,  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rumusan 

permasalahan  dalam penelitian terkait  pengelolaan hibah luar negeri  

finansial Grant Aid yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan dapat disimpulkan dari ruang lingkup pengelolaan hibah 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 99/PMK.05/2017 dari aspek 

kriteria, klasifikasi dan penarikan , konsultasi rencana penerimaan, perjanjian 

hibah serta mekanisme pengesahan hibah  belum optimal dilaksanakan sesuai   

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017dengan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Lingkup Kriteria, Klasifikasi dan Penggunaan, dan Penarikan. Hibah 

adalah sebagai berikut : 

Pertama ruang lingkup klasifikasi  yaitu dari penentuan jenis Hibah 

apakah terencana ataupun langsung tidak konsisten dalam 

implementasinya sehingga berakibat terhambat nya proses selanjutnya 

dalam pengadministrasian hibah, didalam proses perencanaannya  hibah 

tersebut masuk dalam Hibah terencana , namun dalam pelaksanaan nya 

masuk kategori Hibah Langsung.  Kalau dilihat   aspek penggunaan 

penulis menyimpulkan  bahwa penerimaan hibah ini sudah sesuai 
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Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 walaupun tidak 

secara eksplisit dinyatakan dalam dokumen perjanjian.  Yang  berbeda 

adalah di aspek penarikan yaitu skema Hibah JICA dengan pola Grant 

Aid dengan model General Type tidak dikenal di Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 atau PMK 84/PMK.05/2015 tentang 

tata cara penarikan pinjaman dan Hibah yang berdampak pada 

penyerapan dana hibah karena disimpan bukan dalam Rekening Kas 

Umum Negara yaitu disimpan di Bank of Tokyo, sehingga tidak optimal 

dalam penarikan dana.    

2. Lingkup Konsultasi dan Penerimaan  Hibah sudah sesuai dengan 

peraturan, namun tidak efektif karena  tata cara konsultasi belum diatur 

dalam PMK 191/PMK.05/2011, yang penyempurnaan baru terbit di PMK 

99/PMK.05/2017.  Konsultasi tatap muka yang kurang optimal juga 

disebabkan kurangnya berbagi informasi antara Kementerian Teknis 

lainnya yang mempunyai bentuk dan jenis hibah yang sama dengan Hibah 

JICA yang diterima Badan Litbang Kesehatan. 

3. Lingkup Perjanjian Hibah secara dokumen dan prosedur sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, namun dalam kesepakatan 

perjanjian,  JICA mempunyai resistensi karena tidak bisa merubah isi 

perjanjian terkait substansi aturan atau hukum yang dipakai sesuai aturan 

di Indonesia . Ini menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan hibah yang 

mengikuti regulasi Jepang yang tidak lazim dilaksanakan mengikuti aturan 

Indonesia. Kemudian belum adanya harmonisasi regulasi misalkan  proses 



115 

 

procurement di Jepang akan bertolak belakang  aturan yang berlaku di 

Indonesia termasuk aturan pengadaan barang dan jasa , kepabeanan dan 

masalah hukum internasional mengakibatkan lambatnya penyelesaian 

Hibah 

4. Mekanisme Pengesahan Hibah sudah dilaksanakan sudah sesuai prosedur 

yang ditetapkan dalam PMK 99/PMK.05/2017,  namun ada kecenderungan  

periode pembayaran yang dilakukan di Jepang terhadap pekerjaan proyek 

Hibah tidak sesuai dengan batas waktu pengadminsitrasian Hibah yang 

berlaku di Indonesia  , karena mekanisme pengelolan dana di rekening 

Bank of Tokyo di  Jepang menyulitkan Balitbangkes melakukan 

monitoring pembayaran maka bisa menyebabkan pencatatan pengakuan 

pendapatan dan Belanja di Laporan Keuangan tidak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yaitu terkait Pengakuan, Pengukuran dan 

Penyajian.       

B. Saran 

 Rekomendasi dan strategi yang dapat diberikan atas kendala yang dialami 

selama Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial ( Grant Aid) pada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yakni: 

1)  Kementerian Keuangan merumuskan suatu buku pedoman atau buku 

petunjuk teknis terkait pengelolaan dana dengan pola Hibah Grand Aid 

jenis General Type, karena pada umumnya hibah seperti ini masih diterima 

di Kementerian teknis lainnya yang penyelesaian hibahnya cukup lama 

disebabkan belum adanya harmonisasi aturan antara Jepang dan Indonesia. 
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Petunjuk teknis merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan 

hibah agar  tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam 

melaksanakan pengelolaan Hibah untuk mencapai hasil yang efektif dan 

optimal.  

2)   Konsultasi yang dilakukan seharusnya juga melibatkan 

Kementerian/Lembaga  teknis lainnya    yang sudah punya pengalaman 

dalam melaksanakan Hibah Grand Aid dari JICA seperti Kementerian 

Pekerjaan Umum, BMKG  agar Kementerian Kesehatan ataupun 

Kementerian lain bisa saling tukar informasi seperti  bentuk konsinyasi 

yang difasilitasi oleh Biro Kerjasama dan Luar Negeri Kementerian 

Kesehatan atau sosialisasi dari Kementerian Keuangan terhadap semua 

bentuk hibah yang berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia.   

3)   Kementerian Keuangan  perlu  melakukan kajian terhadap hibah yang 

tidak sesuai dengan aturan hibah di Indonesia khususnya isi perjanjian 

Hibah  Grant Aid  yang berdampak terhadap  tata kelola keuangan 

pemerintahan,  sehingga tidak terbentur dengan aturan yang berlaku 

seperti pada PMK 99/PMK.05/2017  

4)  Agar pelaporan dan pencatatan hibah sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan dan terukur dalam penyajiannya Kementerian Keuangan 

sering menginformasikan kepada donor mengenai reformasi pengelolaan 

keuangan Negara sehingga donor memperoleh informasi yang akurat 

terkait dengan mekanisme pelaporan khususnya mekanisme pengesahan 

hibah 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial ( Grant Aid) pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan . Dalam  pengamatan (observasi)  yang dilakukan adalah 

mengamati objek penelitian di lapangan dan peneliti terlibat dilapangan dalam proses 

pengelolaan hibah, serta melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan kantor dimaksud agar mendapatkan gambaran secara utuh tentang 

pengelolaan hibah luar negeri Finansial (Grant Aid) . Hibah luar negeri finansial 

Grant Aid merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi Pemerintah dalam 

membelanjai program pembangunan. Dokumen ini memuat beberapa informasi 

pengelolaan hibah luar negeri finansial (Grant Aid) seperti nama proyek, jumlah uang 

yang ditarik dan dimasukkan dalam DIPA, pengesahan Pendapatan dan Belanja,   

cara penarikan dana, dan tanggal transaksi penarikan. Kegiatan observasi dilakukan 

untuk memenuhi kelengkapan dokumen dalam penulisan tesis yang meliputi : 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data sehubungan dengan penelitian penulis 

B. Aspek yang diamati 

1. Lokasi Satuan Kerja yang terlibat langsung dalam proses administrasi  

Hibah  

2. Lingkungan fisik kantor pada umumnya 
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3. Unit ruangan rapat 

4. Peralatan yang diterima dari Hibah 

5. Suasana kerja sehari-hari 

6. Ruangan Kerja Pengelola Hibah 

7. Proses administrasi hibah yang dilakukan 
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HASIL  OBSERVASI 

 

  Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial  

  (Grant Aid) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tabel berikut uraian hasil 

observasi   .  

No Aspek Observasi Hasil Observasi 

1 Lokasi Satuan Kerja yang terlibat langsung 

dalam proses administrasi hibah 

1. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Biomedis 

dan Teknologi Dasar 

Kesehatan  

Lokasi : Jalan Percetakan 

Negaran No.23 Jakarta Pusat 

2. Biro Kerjasama Luar Negeri 

Kementerian Kesehatan 

Lokasi : Jalan H.R. Rasuna 

Said Blok X 5, 4-9 

Kuningan Jakarta 

3. Direktorat Pinjaman dan 

Hibah Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan 

Resiko Kementerian 

Keuangan 

Lokasi : Gedung Frans Seda 

Lt.6 Jalan Wahidin Raya 

No.1 Jakarta 

4. Kantor Pelayanan 
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Perbendaharaan Negara 

(KPPN ) Khusus Pinjaman & 

Hibah 

Lokasi : Gd. KPPN Lt.3 Jl. Ir. 

H. Juanda RT 14/RW 4 

Gambir Jakarta Pusat 

5. JICA Representatif Office 

Lokasi : Sentral Senayan II, 

14th Floor Jalan Asia Afrika 

No. 8 Jakarta 

2 Lingkungan fisik kantor pada umumnya  Lingkungan Fisik kantor yang 

diobservasi berada di pusat kota 

dan gedung bertingkat .  

3 Unit ruangan rapat  Dari hasil observasi penulis 

bahwa ruangan rapat cukup 

memadai. Ruangan rapat 

bervariasi untuk pertemuan besar 

dilakukan di aula kantor, untuk 

konsultasi dilakukan di ruangan 

rapat kecil Ruang rapat pada 

umumnya bersih dan rapi  

4 Peralatan Hibah yang diterima Peralatan Hibah yang diterima 

ditempatkan di Gedung 
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Laboratorium Penelitian 

Penyakit Infeksi Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan . Beberapa alat alat 

Hibah yang diobservasi penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Particle Counter 

 

2. Ph Meter 

 

3. Particle Counter Head 
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5 Suasana kerja sehari hari Pada umumnya para pegawai 

relatif sibuk  

6 Ruangan kerja pengelola hibah Ruangan kerja pengelola Hibah 

berada di Lt 2 Gedung 

Puslitbang Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan 

antara lain Bendahara Hibah, 

PPK Hibah dan administrasi 

Hibah.  

7 Proses Administrasi Hibah yang dilakukan  6. Pengelola Hibah di satuan 

kerja Puslitbang Biomedis 

dan Teknologi Dasar 

Kesehatan melakukan proses 

hibah dengan langkah 

langkah sebagai berikut : 

a. Proses Registrasi Hibah 

tidak melalui usulan 
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Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

Kesehatan, karena 

perjanjiannya G to G 

langsung diproses antara 

satker Direktorat 

Pinjaman dan Hibah dan 

Direktorat Evaluasi 

Akuntansi dan Setelmen 

Direktorat Jenderal 

Pembiayaan dan Resiko 

b. Proses Pembukaan 

Rekening dilakukan 

pengelola Hibah hanya 

berkomunikasi dengan 

Direktorat Pengelola Kas 

Negara Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan 

Negara (DJPBN)  

c. Proses Penyesuaian Pagu 
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Belanja ke dalam DIPA 

mitra pengelola hibah 

adalah Kantor Wilayah 

Perbendaharaan Prop. 

DKI Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko 

d. Proses Pengesahan Hibah 

Dilakukan antara 

pengelola Hibah dengan 

Satker Kantor Pelayanan 

Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Khusus 

pinjaman dan hibah 
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PEDOMAN TELAAH DOKUMEN 

 

 

Pengelolaan Hibah Luar Negeri Finansial ( Grant Aid) pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan . Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian 

yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja 

organisasi pemerintahan, swasta, kemasyarakatan dan institusi lainnya sehingga dapat 

dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan . Studi dokumen merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 

baik tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh 

kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian  

yang sistematis,  padu dan utuh. Jadi  studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan 

dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah 

dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis dalam dokumen 

tersebut . Dokumen-dokumen meliputi : 

1. Data Kelembagaan  

a. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 

b. Dokumen Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 

d. Dokumen Regulasi Kelembagaan 

e. Dokumen-dokumen Perjanjian Hibah 
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f. Dokumen korespondensi antar kelembagaan 

2. Data tentang keuangan 

a. Laporan Keuangan Tahunan 

b. Rekening Koran Bank 

c. Dokumen kontrak-kontrak proyek Hibah 

d. Dokumen Pengesahan Hibah 

e. Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal dan BPK 
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HASIL TELAAH DOKUMEN 

 

 

Berdasarkan hasil telaahan dokumen berikut uraiannya  : 

No Aspek Telaahan Dokumen Hasil Telaahan Dokumen 

1 Data Kelembagaan 

a. Dokumen Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Lembaga ( RKA-KL) 

 

 

b. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA)  

 

 

 

 

 

c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan (LAKIP)  

 

 

Penulis menelaah  dokumen   

rincian biaya yang sudah 

dibayarkan dari Hibah JICA 

sudah dimasukkan kedalam 

RKA-KL 

Penulis menelaah dokumen  

DIPA untuk memastikan apakah 

Rincian Biaya yang sudah 

dimasukkan dalam RKA-KL 

sudah disahkan oleh Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Negara 

dalam dokumen DIPA 

Penulis melakukan telaah 

dokumen LAKIP untuk 

memastikan bahwa kegiatan 

Hibah ini merupakan salah satu 
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d. Dokumen Regulasi Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Dokumen Perjanjian Hibah 

 

bagian pencapaian output kinerja 

satker dan dituangkan dalam 

dokumen LAKIP 

Dokumen yang ditelaah Penulis 

adalah regulasi regulasi terkait 

administrasi hibah seperti 

Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 99/PMK.05/2017 tentang 

administrasi hibah, PMK 

252/PMK.05/2014 tentang 

pengeloaan dan pembukaan 

rekening, PMK 

84/PMK.05/2015 tentang tata 

cara penarikan pinjaman dan 

hibah, Permenkes 55/PMK/2017 

tentang Tata Cara Pengelolaan 

Hibah di lingkungan 

Kementerian Kesehatan 

Penulis menelaah dokumen 

perjanjian hibah ada dalam 2 
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f. Dokumen Korespondensi antar 

Kelembagaan 

 

 

 

 

dokumen yaitu Grant Agreement 

(GA) dan Exchange of Notes 

keterkaitannya dengan ruang 

lingkup pengelolaan hibah sesuai 

PMK 99/PMK.05/2017 

Penulis melakukan telaahan 

terhadap korespondensi proses 

administrasi hibah seperti surat 

undangan, surat penerbitan 

nomor register hibah, surat 

pengesahan , Surat usulan 

penyesuaian Pagu kedalam 

DIPA, surat usulan amandemen 

perjanjian hibah  

2 Data Keuangan  

a. Laporan Keuangan Tahunan  

 

 

 

 

Penulis melakukan telaahan 

terhadap Laporan Keuangan 

Tahunan untuk memastikan 

bahwa transaksi keuangan hibah 

sudah disajikan dalam laporan 

keuangan tahunan  
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b. Rekening Koran Bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dokumen Kontrak Proyek hibah 

 

 

 

 

 

d. Dokumen Pengesahan Hibah 

 

 

 

Penulis melakukan telaahan 

terhadap rekening Koran Bank 

of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, 

untuk memastikan bahwa sudah 

ada transaksi pembayaran yang 

dilakukan atas pekerjaan proyek 

hibah sekaligus mencocokkan 

periode pembayaran, kurs rate 

valas untuk proses administrasi 

hibah 

Telaah dokumen kontrak proyek 

hibah dengan tujuan 

menganalisis klausul klausul 

yang menjadi hak dan kewajiban 

donor dan penerima donor yang 

berimplikasi ikatan hukum  

Dokumen ini adalah salah satu 

dokumen penting dalam tahap 

akhir administrasi hibah sebelum 

disajikan dalam laporan 
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e. Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan 

dari Inspektorat Jenderal dan BPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

keuangan. Karena apabila tidak 

ditemukan bisa mengakibatkan 

temuan audit 

Telaahan dokumen terhadap 

Laporan Keuangan Audited 

Inspektorat Jenderal dan BPK 

merupakan satu bukti tata kelola 

keuangan sudah dilaksanakan 

dan ketaata terhadap peraturan 

dan penyajian laporan Keungan 

sudah sesuai aturan yang berlaku 

   

 



 
 

Lampiran 11 

LAMPIRAN DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA 

 

 

Gambar : Rapat pembukaan proses tender yang dilakukan di Gedung Nihon Sekkei Jepang 

 

 

 

Gambar :  Proses pembukaan dokumen yang dilakukan di Gedung Nihon Sekkei Jepang 



 
 

 

Gambar :  Proses penandatangan dokumen kontrak pekerjaan Hibah 

 

 

Gambar :  Penandatangan dokumen kontrak pekerjaan Hibah 

 



 
 

 

    Gambar : Konsultasi dan rapat antar kementerian di gedung  Kemenkeu September 2014 
 

 
    
          Gambar : Kunjungan tim Represetatif  Office JICA ke  Badan Litbang Kesehatan 
 

 

Gambar : Kunjungan tim Konsultan JICA ke Badan Litbang Kesehatan 



 
 

 

Gambar : Wawancara tanggal  10 April  2020 Kepala Seksi Pinjaman dan  Hibah IV C 

 

Gambar : Wawancara tanggal  5 Februari 2020 dengan Kepala Seksi PPH II   KPPN Pinjaman dan 
   Hibah   

 



 
 

 

Wawancara Tanggal  2 April  2020 dengan Kepala Seksi Akuntasi Hibah Direktorat Evaluasi , Akuntansi 

dan Setelment 

 

  












